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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara sangatlah penting. Dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara RI Tahun 1945 disebutkan bahwa “segala warga negara bersamaan
kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan
pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya”. Oleh karenanya setiap sikap,
kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara indonesia dan

warga negara asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum.*

Hukum menurut Utrecht merupakan himpunan petunjuk (perintah dan
larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati
oleh seluruh anggota masyarakat. Setiap pelanggaran petunjuk hidup tersebut
dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah/penguasa itu. Unsur-unsur yang

terdapat dalam hukum meliputi :2
1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;

3. Peraturan itu bersifat memaksa;

! Syaiful Bakhri, Kejahatan Narkotik dan Psikotropika, Bekasi, Gratama Publishing,
2012, him.7

2 Wawan Muhwan Hariri, Pengantar llmu Hukum, Bandung, CV Pustaka Setia, 2012,
him. 26



4. Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran.

Dalam masyarakat yang sedang membangun, selain dapat menimbulkan
kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, dapat juga menimbulkan dampak
negatif yang mengakibatkan perubahan kondisi sosial masyarakat, khususnya
yang menyangkut masalah peningkatan tindak pidana. Salah satu tindak pidana
yang menjadi trending topic sekaligus suatu keprihatinan bangsa ini adalah tindak

pidana narkotika.

Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah “narcotics” pada
farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat
yang apabila digunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu

pada tubuh si pemakai, seperti :>
1. Mempengaruhi kesadaran;
2.  Memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia;
3. Pengaruh-pengaruh tersebut berupa :
a. Penenang;
b. Perangsang (bukan perangsang sex);

c. Menimbulkan halusinasi (pemakainya tidak mampu membedakan
antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan

tempat).

% Soedjono D, Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia, Bandung, PT. Karya
Nusantara, 1976, him.1



Tindak pidana atau Straafbaarfiet menurut Kanter dan Sianturi adalah suatu
tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau
diharuskan) dan di ancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan
hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu

bertanggungjawab).*

Tindak pidana narkotika ini bukan lagi merupakan kejahatan biasa
(Ordinary Crime) melainkan telah menjadi kejahatan yang luar biasa (Extra-
Ordinary Crime) yang terorganisir dan mempunyai jaringan yang luas. Sehingga
tindak pidana narkotika ini dapat digolongkan dalam tindak pidana khusus dan
dalam upaya penanganannya pun harus diupayakan kekhususannya, sesuai dengan

asas Lex Specialis derogat legi generalis.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya
disebut dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009) merupakan peraturan
khusus yang mengatur masalah tindak pidana narkotika. Pembentuk Undang-
Undang Narkotika memiliki empat tujuan yang disebutkan dalam Pasal 4 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu :°

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan

dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa indonesia dari

penyalahgunaan narkotika;

* Erdinanto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, PT. Refika
Aditama, him. 99
® Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika



3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan

4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi

penyalahguna dan pecandu narkotika.

Pengadaan, peredaran dan penggunaan narkotika semakin meningkat baik
dari jenis narkotika maupun jumlahnya serta mudah diperoleh. Kondisi ini
menyebabkan terjadinya penyalahgunaan yang dapat menimbulkan gangguan
terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan manusia. Pada dasarnya hal ini

telah diatur oleh undang-undang perihal larangan ataupun sanksinya dengan tegas.

Selain merusak moral dan fisik, pengaruh langsung dari narkotika ini juga
akan berdampak pada perekonomian negara dan berbagai penyakit mematikan
seperti halnya HIV dan AIDS. Dampak ini merupakan faktor yang dapat
menimbulkan pola perkembangan penyakit masyarakat seperti perjudian,
pencurian, pemerkosaan, pelacuran dan lain-lain. Apabila tidak ditanggulangi

dengan segara, akan menimbulkan banyak korban yang berjatuhan.®

Semakin modern suatu masyarakat,- maka akan semakin modern pula modus
operandi yang dilakukan oleh pelaku demi mengelabui aparat penegak hukum.
Hal ini dapat dilihat dari peredaran gelap narkotika oleh sindikat internasional
yang semakin hari semakin mengkhawatirkan, dimana peredarannya bukan hanya
ada di perkotaan saja tapi sudah merambah sampai ke pelosok negeri tanpa

pandang bulu.

® Taufik Makaro, Suhasril dan Moh. Zakky, Tindak Pidana Narkotika, Bogor, Ghalia
Indonesia, 2005, him.5



Narkotika merupakan salah satu ancaman utama bagi kelangsungan negara,
karena narkotika mampu menyentuh seluruh elemen bangsa indonesia, baik anak-
anak, pelajar, mahasiswa, selebritas, birokrat, aparat penegak hukum bahkan telah
merasuk pada kehidupan prajurit TNI yang menjadi suatu alat pertahanan negara
dan memiliki peran penting dalam melindungi keselamatan segenap bangsa dari
ancaman dan gangguan terhadap keuntuhan bangsa. TNI yang anggotanya taat
dan disiplin terhadap hukum yang berlaku, tentunya diharapkan akan menjadi
contoh bagi masyarakat dalam mencegah, memberantas, dan tidak melakukan

tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Anggota TNI yang melakukan suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana
akan dijatuhi pidana berdasarkan aturan yang ditetapkan dalam Hukum Pidana
Militer. Hukum Pidana Militer yang disahkan oleh Undang-Undang No.39 Tahun
1947, tidak hanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
saja, akan tetapi terdapat dalam perundang-undangan lainnya termasuk putusan-

putusan Militer bahkan juga dalam kesadaran hukum masyarakat militer.’

Hukum pidana militer adalah hukum, khusus, disebut hukum khusus dengan
pengertian untuk membedakannya dengan hukum pidana umum yang berlaku
untuk setiap orang. Hukum pidana militer berlaku untuk semua militer, baik
mengenai norma-norma maupun mengenai sanksinya, diadakan penyatuan.

Dengan adanya hukum pidana militer, bukan berarti hukum pidana umum tidak

" Kanter dan Sianturi, Hukum Pidana Militer di Indonesia, Jakarta, Alumni AHM-PTHM,
2012, him.3.



berlaku, tetapi bagi militer berlaku baik hukum umum maupun hukum pidana

militer.®

Proses pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI dilakukan di
lingkup peradilan militer, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yang
menyebutkan bahwa “Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan
kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan
keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan
keamanan negara.” Peradilan militer 11-09 Bandung merupakan salah satu
pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang memeriksa dan memutus perkara pada
tingkat pertama yang dilakukan oleh seorang prajurit berpangkat kapten ke bawah
dengan daerah hukum seluruh daerah di Jawa Barat kecuali Kab/Kota Bekasi dan

Depok.’

Jenis pidana yang dapat dijatuhkan hakim militer kepada anggota TNI yang
melakukan tindak pidana dicantumkan dalam Pasal 6 KUHPM, yang terdiri dari
pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok dalam pasal tersebut terdiri dari
pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana tutupan. Sedangkan
untuk pidana tambahan terdiri dari pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa
pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Penurunan Pangkat,
dan Pencabutan Hak-Hak yang disebutkan pada Pasal 35 Ayat (1) ke-1, ke-2, dan

ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

8 Moch. Faisal Salam, Peradilan Militer Indonesia, Bandung, Mandar Maju, 1994, him.27.
% https://dinmil-bandung.go.id/daerah-hukum/ diakses pada Rabu 30 Januari 2019, Pukul
20.04
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Mengenai sistem penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer
sebagai sub sistem dalam penjatuhan pidana di lingkungan peradilan militer
memang diakui sebagai suatu kekhususan hukum pidana militer. Pimpinan
Angkatan Darat pun telah mengeluarkan Surat Telegram Kasad Nomor
STR/862/2014 tanggal 31 Oktober 2014 yang menginstrusikan untuk
memberhentikan dengan tidak hormat bagi setiap prajurit dan PNS TNI AD yang
terbukti melakukan tindak pidana menggunakan, menguasai, membawa, memiliki

dan mengedarkan narkotika.

Eksistensi hukum pidana pemecatan dalam KUHPM tidak mencantumkan
secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh
hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan. Pasal 26 (1) KUHPM
hanya menyebutkan bahwa pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan oleh
hakim kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan
dipandangnya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer. Sedangkan mengenai
kriteria layak tidaknya anggota militer untuk tetap dipertahankan dalam dinas
militer yang dijadikan 'sebagai ‘dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan

pidana tambahan pemecatan tidak dijelaskan dalam KUHPM.

Sesuai data tahun 2015-2018 Pengadilan Militer 11-09 Bandung telah
memutus 39 perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh prajurit. Dari 39
kasus tindak pidana narkotika, 30 perkara yang diputus dengan pidana tambahan

pemecatan, 3 perkara tidak terbukti, dan 6 perkara diputus dengan pidana pokok



berupa pidana penjara tanpa ada pidana tambahan.’® Penulis menemukan dua
putusan yaitu Putusan Nomor 226-K/PM.11-09/AD/X11/2016 dan Putusan Nomor
122-K/PM.11-09/AD/V/2015, kedua putusan tersebut memiliki kasus yang sama,
tingkat keseriusannya sama, dan pasal yang dilanggarnya pun sama, namun ada
yang berbeda dalam vonis yang dijatuhkan, ada yang dijatuhi pidana tambahan
pemecatan dan ada yang tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan. Sebenarnya,
apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan
pemecatan maupun tanpa pemecatan dalam perkara tindak pidana narkotika yang

dilakukan oleh anggota.

Selain itu, dalam realita penegakkan hukum kasus narkotika yang dikenai
putusan pidana tambahan sesuai dengan Pasal 6 huruf b KUHPM, putusan-
putusan hakim Pengadilan Militer 11-09 Bandung Tahun 2015-2018 belum
sepenuhnya menerapkan keseluruhan pidana tambahan yang diatur dalam pasal
tersebut. Dibeberapa kasus narkotika di Pengadilan Militer 11-09 Bandung,
penjatuhan pidana tambahan hanya terfokus pada pemecatan dari dinas militer.
Sementara penerapan pidana tambahan selain' pemecatan dari dinas militer tidak

pernah diterapkan dalam putusan-putusan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan hal tersebut diatas, terdapat alasan yuridis dan sosiologis untuk
melakukan penelitian tentang penjatuhan pidana tambahan terhadap pelaku tindak

pidana narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI.

B. Rumusan Masalah

0 Hasil Wawancara Penulis dengan Salah Satu Panitera di Pengadilan Militer 11-09
Bandung



Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, rumusan masalah yang

akan di bahas adalah :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan
pidana tambahan berupa pemecatan terhadap pelaku tindak pidana
narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI di Pengadilan Militer 11-09

Bandung ?

2. Bagaimana penerapan pidana tambahan lainnya terhadap pelaku tindak
pidana narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI di Pengadilan Militer

[1-09 Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah pada

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana
tambahan berupa pemecatan terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang

dilakukan oleh Anggota TNI di Pengadilan Militer 11-09 Bandung.

2. Untuk mengetahui penerapan pidana tambahan lainnya terhadap pelaku
tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI di Pengadilan

Militer 11-09 Bandung.
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D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian yang punulis harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmu
pengetahuan dan pengembangan hukum pidana. Khususnya, konsep
pemahaman mengenai penjatuhan pidana tambahan oleh hakim terhadap
anggota TNI sebagai pelaku tindak pidana narkotika dan pengkajian

terhadap beberapa peraturan hukum pidana yang berlaku saat ini.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya di
Peradilan Militer dan Peradilan Umum, baik Pengadilan Tingkat Pertama,
Pengadilan Tingkat Banding, dan Tingkat Kasasi (MA) dalam upaya

memberikan rasa keadilan baik secara yuridis maupun sosiologis.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian, Penulis menggunakan teori
Sistem Peradilan Pidana, yaitu suatu istilah yang menunjukan mekanisme dalam
penanggulangan kejahatan dengan menggunakan pendekatan sistem. Mardjono
memberikan batasan bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana
adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga

kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana. Dalam
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kesempatan ini, Mardjono mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana adalah

sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan.*

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana merupakan hasil antara peraturan
perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.
Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang
dipersiapkan secara rasional (perintah dan aturannya ada) dan dengan cara efisien

untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya

Sistem peradilan pidana disini adalah upaya yang dilakukan untuk
mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan dan mengusahakan
agar perbuatan yang melanggar hukum tersebut tidak diulangi lagi baik oleh
pelaku sendiri maupun orang lain, maka apabila tujuan ini tidak tercapai, sudah

dipastikan bahwa sistem itu tidak berjalan secara efisien. .

Dari keempat komponen sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan,
Pengadilan, dan Lembaga Permasyarakatan), terjadi interkoneksi antar keputusan
sikap instansi yang terlibat dalam proses peradilan- pidana yang mana setiap
tahapan putusan tersebut menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang
membawanya ke penentuan pidana. Instansi yang terlibat dalam proses peradilan
pidana ini diharapkan dapat berkerjasama dan membentuk suatu integrated

criminal justice system.

1 Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Jakarta, Kencana, 2011,
him.2.
2 Ibid, him. 3
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Muladi menegaskan bahwa makna Integrated criminal justice system adalah

sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan, yang dapat dibedakan :*3

a) Sinkronisasi Struktural yaitu keserampakan dan keselarasan dalam rangka

hubungan antarlembaga penegak hukum.

b) Sinkronisasi Substansial yaitu keserampakan dan keselarasan yang bersifat

vertikal dan horizontal dalam kaitannya dengan hukum positif.

c) Sinkronisasi Kultural yaitu keserampakan dan keselarasan dalam
menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang secara

menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana.

Van Bemmelen mengingatkan bahwa penjatuhan pidana yang diputus oleh
hakim, dalam pelaksanaannya oleh petugas pemasyarakatan bersifat variatif
sehingga peranan dan pengaruh hakim dapat dikatakan hampir tidak ada sehingga
kedudukan dan peran hakim sebagai “key figure” dalam sistem peradilan pidana
sangat kecil kebijakan hakim yang sangat besar dalam penjatuhan pidana
seimbang dengan peranannya yang sangat kecil dalam kebijakan penuntutan dan
pelaksanaan pidana. Konsekuensi yang sangat penting dari kedudukan yang
bersifat ambivalen tersebut adalah kritik terhadap kebijakan penjatuhan
pidananya. Kritik tersebut saat ini ditunjukan kepada kemandirian peran seorang

hakim dalam melakukan tugasnya.'*

Hakim diberikan kebebasan dalam menentukan jenis pidana, berat-

ringannya pidana dan cara pelaksanaan pidana sebagaimana yang tercantum

3 1bid, him. 6
% 1bid, him. 17-18
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dalam Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan
keadilan. Namun, bukan berarti hakim dapat menjatuhkan pidana menurut

kemauan sendiri tanpa pertimbangan tertentu.

Arto menggambarkan bahwa putusan hakim yang ideal jika memenuhi dua
syarat, yaitu syarat teoritis dan syarat praktis. Memenuhi syarat teoritis jika telah
sesuai dengan teori yang telah diuji kebenarannya, sedangkan memenuhi syarat
praktis jika telah sesuai dengan kebutuhan praktik dilapangan, yakni dapat

mencapai sasaran yang diinginkan dan dapat dipraktikan.*®

Putusan hakim di pengadilan merupakan tonggak yang paling penting bagi
cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana
dan pemidanaan.'® Hakim dibolehkan menjatuhkan sanksi kepada seseorang
apabila sudah terpenuhi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah
dengan satu keyakinan hakim. Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP

adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

Penjatuhan berat ringannya hukuman, bukan semata-mata didasarkan pada
penilaian subjek hakim, tetapi ditinjau dari segi yuridis, sosiologis dan psikologis.
Misalnya dengan melihat latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan
terdakwa, keadaan sosial ekonomi terdakwa, dan keadaan yang berada di luar

kemauan kesadaran terdakwa. Demikian pula perlu diperhatikan laporan pejabat

15 Arto, Mencari Keadilan, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2001, him.98-99.
' Bambang Waluyo, Pidana Dan Pemidanaan, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, him.34
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tempat terdakwa ditahan tentang sikap dan perilakunya selama berada dalam
tahanan. Semua hal-hal dan keadaan tersebut ikut dipertimbangkan sebagai faktor

menentukan pemidanaan.*’

Selain menggunakan Teori Sistem Peradilan Pidana, Penulis menggunakan
Teori Pemidanaan yaitu menerangkan mengenai dasar-dasar dari hak negara
dalam menjatuhkan dan menjalankan pidana, supaya dalam menjatuhkan

hukuman terhadap suatu perbuatan pidana dapat diterapkan dengan adil.

Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan
ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada
terdakwa. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin
berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan

sebagaimana dalam surat dakwaan.
Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana :*8

1. Teori Absolut atau teori pembalasan
Bahwa setiap ~orang 'yang ‘melakukan kejahatan harus dipidana
berdasarkan asas pembalasan karena disyaratkan oleh pemerintah yang tidak
bersyarat dari akal yang praktis. Dengan demikian maka tuntutan dari
pembalasan menjadi syarat yang etis. Tujuan yang dapat membenarkan dapat

dijatuhkannya pidana hanya keadilan.

7 Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP edisi kedua,
Jakarta, Sinar Grafika, 2009, him. 361.
'8 Masruchin Ruba’i, Hukum Pidana, Malang, Media Nusa Creative, 2015, him.130
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Teori pembalasan penjatuhan pidana bertitik pangkal pada
pembalasan yang diberikan oleh negara kepada penjahat. Siapa saja berbuat
jahat harus dibalas dengan memberikan pidana. tidak melihat akibat-akibat
apa saja yang dapat ditimbulkan karena dijatuhkan pidana. yang dilihat hanya
masa lalu, tidak dilihat masa yang akan datang terpidana. Tujuan
menjatuhkan pidana untuk menjadikan sipenjahat menderita.

2. Teori Relatif

Teori ini bertitik pangkal pada dasarnya, bahwa pidana adalah alat
untuk menegakkan tata tertib dalam masyarakat. Menurut teori ini kejahatan
tidak hanya diikuti dengan suatu pidana saja namun harus dipersoalkan
tentang manfaatnya suatu pidana bagi penjahat itu sendiri. Teori ini tidak saja
dilihat pada masa lampau melainkan juga pada masa depan terpidana.

Dalam teori relatif, tujuan pidana diarahkan kepada usaha agar
kejahatan yang telah dilakukan oleh penjahat tidak terulang lagi (prevensi).
Prevensi ini ada dua macam, yaitu prevensi khusus atau special dan prevensi
umum atau general., Kedua prevensi ini. berdasarkan atas gagasan, bahwa
dengan ancaman pidana dan penjatuhan pidana kepada penjahat maka orang
akan takut melakukan kejahatan.

3. Teori gabungan
Teori ini berdasarkan atas asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib

hukum masyarakat. Teori gabungan ini dibagi menjadi tiga golongan, vyaitu :
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a. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pembalasan tetapi pembalasan
tersebut tidak boleh melampaui batas dan cukup untuk dapat
mempertahankan tata tertib.

b. Teori gabungan yang menitikberatkan pada pertahanan tata tertib
masyarakat. Menurut teori ini penjatuhan pidana bertujuan untuk
mempertahankan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas pidana
yang dijatuhkan tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang
dilakukan oleh terpidana.

c. Teori gabungan yang menganggap, bahwa pidana memenuhi keharusan
pembalsan dan keharusan melindungi masyarakat, memberikan titik berat
yang sama antara pembalasan dan perlindungan masyarakat.

Asas lex specialis derogat legi generalis yang ada dalam hukum pidana
menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (lex specialis) mengesampingkan
hukum yang bersifat umum (lex generalis), asas ini berlaku pada anggota TNI
yang melakukan suatu tindak pidana, dimana aturan yang dipakai sesuai dengan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Berbeda dengan jenis pidana yang tercantum dalam Pasal 10 KUHP, jenis
pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tercantum dalam

Pasal 6 yang menyebutkan :

a. Pidana Pokok :

1. Pidana mati;

2. Pidana penjara;

3. Pidana kurungan;

4. Pidana tutupan ( UU No.20 Tahun 1946).
b. Pidana Tambahan :
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1. Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya
untuk memasuki angkatan bersenjata;
Penurunan pangkat;
3. Pencabutan hak-hak seperti yang telah disebutkan di dalam Pasal 35
ayat (1) angka 1 sampai angka 3 KUHP, masing-masing yaitu :
a. Hak untuk menduduki jabatan-jabatan atau jabatan tertentu,
b. Hak untuk bekerja pada angkatan bersenjata, dan
c. Hak untuk memilih dan hak untuk dipilih di dalam pemilihan-
pemilihan yang diselenggarakan menurut peraturan-peraturan
umum.

N

Pidana tambahan berupa pemecatan dan penurunan pangkat merupakan
pidana tambahan yang murni bersifat kemiliteran karena tidak diatur dalam
hukum pidana umum dan merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota
militer yang melakukan tindak pidana.

Pidana tambahan itu tidak dapat dijatuhkan secara sendiri, melainkan ia
selalu harus dijatuhkan bersama-sama dengan sesuatu pidana pokok. Menurut
sistem pidana Kita, penjatuhan dari pidana tambahan sifatnya adalah fakultatif,
dalam arti hakim tidak selalu harus menjatuhkan suatu pidana tambahan, yakni
pada waktu ia menjatuhkan suatu pidana pokok bagi seorang terdakwa, mengenai
keputusan apakah disamping: menjatuhkan suatu. pidana, pokok bagi seorang
terdakwa, hakim masih merasa perlu atau tidak untuk menjatuhkan suatu pidana
tambahan, hal mana sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.*

Ukuran penjatuhan pidana disamping pidana pokok ialah “pandangan”
hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh tertuduh atau terpidana
berdasarkan mana “nilai” sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam kehidupan

masyarakat militer. Dapat dirasakan betapa besar kepercayaan yang dilimpahkan

9| amintang dan Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta, Sinar Grafika,
2012, him.44
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ini, justru harus merupakan peringatan bagi para hakim militer jika hendak

menegakkan keadilan.”

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode
penelitian hukum deskriptif analisis, yaitu penelitian yang dimaksud untuk
memberikan gambaran yang seteliti mungkin tentang penjatuhan pidana tambahan
terhadap pelaku tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Anggota TNI dan

analisis data-datanya secara kualitatif dan sistematis.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan metode Yuridis
Normatif yaitu pendekatan yang bertitik tolak dari ketentuan peraturan perundang-
undangan dan diteliti di lapangan untuk memperoleh faktor pendukung dan
hambatannya. Pendekatan- yuridis. normatif tersebut ) mengacu kepada norma-
norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-
putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat.”*

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah :%

20 Kanter dan Sianturi, Loc.cit, him. 93

2! Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, him.105.
22 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup 200,
him.93-95
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a. Pendekatan Undang-Undang, dilakukan dengan cara menelaah semua
Undang-Undang dan Regulasi yang berkaitan dengan isu dan

permasalahan-permasalahan hukum yang sedang ditangani.

b. Pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap
kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu dan permasalahan-permasalahan
hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan Pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dalam hal ini bertujuan untuk
mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai pidana tambahan

terhadap anggota TNI yang menggunakan narkotika.

3. Jenis Data dan Sumber data

a. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif,
yaitu data yang dikumpulkan berupa data atas jawaban dari pertanyaan penelitian
yang diajukan terhadap masalah 'yang dirumuskan.. Dalam hal ini mengenai
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan terhadap anggota TNI

yang menggunakan narkotika.
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b. Sumber Data

Dalam pokok penelitian ini, penulis menggunakan serangkaian data-data

berikut :

1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai
otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan yaitu :
a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
¢) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM);
d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman;
e) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
f) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum
primer berupa buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang berkaitan
dengan pokok bahasan pidana tambahan terhadap anggota tni yang
menggunakan narkotika serta berupa keterangan fakta yang diperoleh
secara langsung dari lapangan.
3) Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier vyaitu bahan-bahan yang memberikan

petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan
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hukum sekunder yang berasal dari kamus, jurnal, artikel, website, dan lain

sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data, proses yang dilakukan ialah
mengumpulkan data yang berhubungan dengan masalah yang akan dijadikan

bahan penelitian, dengan menggunakan cara sebagai berikut :

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh oleh penulis secara langsung dari
sumber datanya.
b. Data Sekunder, data yang diperolen melalui media perantara atau secara
tidak langsung, baik itu buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik
yang dipublikasikan secara umum.
c. Studi Lapangan
1) Observasi, Observasi adalah pengumpulan data primer dengan cara
pengamatan.?*. Observasi ' juga | dapat diartikan pengamatan secara
langsung terhadap lokasi dan, fenomena interaksional yang terjadi
ditempat penelitian dan dilakukan oleh para pelaku. Study lapangan
ini dilakukan untuk penunjang atau pelengkap dalam penelitian.?*

2) Wawanacara, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan

cara berkomunikasi dengan para pihak yang berhubungan dengan

2 Bilson Simamorang, Panduan Riset Hukum, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama,
2004, HIm.31

2% Irawan Soehartono, Metode Penelitian ilmiah, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2000, him.
76.
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penelitian. Penulis melakukan wawancara di Pengadilan Militer 11-09

Bandung.

d. Studi Pustaka Library Research
Library Research yaitu penelitian yang menggunakan data yang
telah ada atau tersedia dalam bentuk data sekunder. Penulis melakukan
pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari sejumlah buku-
buku, bahan-bahan normatif berupa peraturan perundang-undangan, dan
dokumen-dokumen tertulis yang relevan dengan penelitian ini.

5. Analisis Data

Dari keseluruhan data yang telah dikumpulkan baik data primer dan data
sekunder, maka kegiatan terakhir yang dilakukan adalah menganalisis data secara
deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data kedalam bentuk kalimat secara
sistematis berdasarkan kenyataan yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan,®
sehingga memudahkan untuk menarik kesimpulan dalam menjawab permasalahan

dalam penulisan ini.

6. Lokasi Penelitian dan Kepustakaan
Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah :

a. Instansi : Pengadilan Militer 11-09 Bandung beralamat di Jalan Soekarno

Hatta Nomor 745 Cisaranten Endah Arcamanik, Kota Bandung.

% Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja
Grafindo Persada, 2004, him.45



b. Perpustakaan :
1) Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2) Dinas Perpustkaan dan Kearsipan Daerah.
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